BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KER INCI
NOMOR § TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN A NGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pmasal 322 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
schbagaimana ielah beberapakali diubah, ‘eraldhit dengem Urdenrs-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2014 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 5647),
perlu menetapkan Peraturan Daerah tenitang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bielanja Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun Anggaran 2016;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neraga Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Normmor 58 Tamun 1953 emeamg Pentapan
Undang-Undang Darurat Nomor 221 Tahun 1957 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan
Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera. Tengah sebagai Undang-
Undang. (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1958
Nomor 108);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Re:publik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaiman.a telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Womeor 2569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Neigara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 22003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negiara Republik Indonesia
Nomor 4286);
























Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 35 . o 42017

'AJ1 KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 30 -08- 2017

AFRIZAL, HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : ,9/ 2017
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR o
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